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ABSTRAK 

 

RIZKIA LAILA FITRI (8105128087). Laporan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) pada Subbagian Tata Usaha Bagian Umum Direktorat 

Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. 

Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Program Studi 

Pendidikan Ekonomi. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas 

Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta, September 2015. 

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Direktorat Jenderal 

Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Jalan Jalan Salemba 

Raya No.28  Gedung Utama Lantai 7 Jakarta Pusat, yang berlangsung pada 

tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan 6 Februari 2015.  

Kegiatan yang dilakukan praktikan selama melakukan kegiatan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL)  antara lain : Menangani surat masuk, 

Menangani surat keluar, dan Mendistribusikan surat. Dalam praktiknya, 

praktikan mengalami beberapa kendala, seperti Pada awal 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan mengalami permasalahan 

dalam hal berkomunikasi dengan karyawan, Naik turunnya motivasi dan 

semangat praktikan dalam menjalani kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL), dan Kesulitan dalam menulis singkatan nama instansi pemerintah 

pada saat menulis di lembar disposisi. Dalam mengatasi kendala tersebut, 

praktikan berupaya melakukan beberapa upaya, misalnya aktif 

berkomunikasi dan bertanya kepada karyawan lainnya. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kami panjatkan ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan laporan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Kementerian Sosial RI 

Direktorat Jenderal Pemberdaayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 

(DITJEN DAYASOS DAN PK). Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat 

untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Ekonomi dan 

Administrasi, Falkutas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

Laporan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Administrasi pada 

Kementrian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdaayaan Sosial dan 

Penanggulangan Kemiskinan dibuat dengan tujuan mahasiswa dapat 

melaporkan segala sesuatu yang terjadi selama PKL berlangsung. 

Dalam menyusun laporan ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan 

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada : 

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia sehingga penulis 

dipermudah dalam pembuatan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL); 

2. Dra. Nuryetty Zain, MM, selaku dosen pembimbing dalam proses 

pelaporan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini; 

3. Darma Rika Swaramarinda, M.SE, Selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan 

Administrasi Perkantoran; 

4. Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Ekonomi; 

5. Drs. Nurdin Hidayat, MM., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan 

Administrasi; 

6. Dr. Dedi Purwana E. S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas  Negeri Jakarta; 

7. Bapak Ali Rachman, selaku Sekretaris Pimpinan Direktorat Jenderal 
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8. Bapak Drs. Iri Sapria M.Si selaku Kepala Bagian Umum, dan Ibu Linda 

Kumala selaku Kepala SubBagian Tata Usaha yang telah memberikan 

bimbingan kepada praktikan; 

9. Seluruh karyawan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan 

Penanggulangan Kemiskinan yang tidak dapat disebutkan satu persatu; dan 

10. Teman-teman Pendidikan Administrasi Perkantoram NonReguler 2012, 

terima kasih atas dukugan dan semangatnya. 

 

Penulis menyadari dengan segala kekurangan yang ada dalam 

pelaksanaan maupun penyusunan laporan PKL, Oleh karena itu, penulis 

memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga penyusunan laporan ini 

dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi pembaca umumnya, sebagai 

peningkatan pengetahuan dalam pelaksanaan PKL Pendidikan Akuntansi maupun 

di dunia kerja mendatang. 

 

Jakarta, Juni 2015 

 

 

Penulis 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang PKL 

Semakin tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia maka 

semakin tinggi juga sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia. Namun 

dengan tingginya sumber daya manusia tidak memastikan bahwa sumber 

daya manusia tersebut berkualitas. Oleh karena itu Indonesia harus 

bersaing dengan negara-negara lainnya untuk menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Dengan adanya teknologi 

ynag canggih belum tentu menunjang berkualitasnya sumber daya manusia 

tersebut. Namun dengan terjun langsung ke dunia kerja yang sebenarnya 

maka sumber daya manusia tersebut akan terlatih dengan sendirinya. 

Kemampuan mahasiswa itu sendiri dapat diperoleh melalui proses 

pembelajaran pada bangku kuliah ataupun melalui buku-buku dan sumber 

pembelajaran lainnya yang memberikan pengalaman belajar tersendiri bagi 

dirinya.Meskipun demikian latar belakang pendidikan yang tinggi  jika 

tidak di ikuti dengan kompetensi yang baik dibidangnya serta tidak 

memiliki keahlian lain yang dapat menunjang karirnya, maka orang 

tersebut akan mengalami kesulitan untuk memasuki dunia kerja 



Sebagai salah satu lembaga pendidikan, Universitas Negeri Jakarta 

(UNJ) khususnya Fakultas Ekonomi berupaya mewujudkannya dengan 

mencetak tenaga ahli yang terampil dan profesional. Fakultas Ekonomi 

UNJ, sekarang ini tidak hanya melatih mahasiswanya untuk menjadi 

tenaga pendidik yang profesional saja, tetapi juga melatih mahasiswanya 

untuk berkarir di bidang non-kependidikan yang terampil dan juga 

profesional.  

Untuk memperoleh mengenai bagaimana gambaran dunia kerja, 

Fakultas Ekonomi memberikan kesempatan bagi mahasiswanya 

mengaplikasikan teori yang di dapatkan di bangku kuliah dengan Praktik 

langsung di lapangan melalui program Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi 

mahasiswa yang bertujuan memberikan pengalaman dan wawasan kerja 

serta menambah kesiapan dalam menghadapi dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

Melalui program PKL juga diharapkan mampu menghasilkan 

kerjasama antara UNJ dengan perusahaan swasta ataupun instansi 

pemerintah yang ada, sehingga ketika hasil kerja dari para praktikan baik, 

maka akan menimbulkan citra positif terhadap UNJ. 

Berdasarkan tuntutan akademis tersebut, maka praktikan 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Direktorat Jenderal 

Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementrian Sosial 

RI. Diharapkan praktikan mampu menambah pengetahuan dan 



keterampilan serta mendapatkan pengalaman dalam menghadapi  

permasalahan yang terjadi di tempat kerja secara lebih nyata. 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

Berdasarkan latar belakang diatas, pelaksanaan kegiatan praktik kerja 

lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa dimaksudkan untuk : 

1. Melakukan praktik kerja pada instansi pemerintahan atau 

perusahaan swasta sesuai dengan latar belakang pendidikan 

praktikan di jurusan Ekonomi dan Administrasi yaitu Pendidikan 

Administrasi Perkantoran. 

2. Mempelajari suatu bidang kerja yang terdapat dalam administrasi, 

serta mengimplementasikan secara langsung ilmu yang telah 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan. 

3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan mampu bersaing 

dalam dunia kerja. 

Sedangkan tujuan dilakukannya kegiatan praktik kerja lapangan 

yaitu : 

1. Mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja. 

2. Memperoleh pengalaman dari praktek kerja langsung yang sesuai 

dengan teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan. 

3. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan 

dan keterampilan. 

4. Memberikan gambaran kerja pada mahasiswa sehingga dapat 

mempelajari situasi pada dunia kerja yang sebenarnya. 



5. Melatih mahasiswa dalam berinteraksi, bersosialisasi, dan 

menyesuaikan diri dengan dunia kerja. 

6. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab Praktikan dalam 

melaksanakan tugas sehingga diharapkan dapat menjadi lulusan 

yang siap terjun di dunia kerja. 

7. Memenuhi salah satu syarat kelulusan Program S1 Pendidikan 

Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran, 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

8. Membina dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas Ekonomi-

UNJ dengan instansi pemerintah atau swasta dimana mahasiswa 

ditempatkan. 

9. Mengabdikan diri kepada masyarakat (sebagai perwujudan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi). 

 

C. Kegunaan PKL 

1. Bagi Mahasiswa  

a. Melatih keterampilan mahasiswa dengan pengetahuan yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

b. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada 

unit-unit kerja, baik dalam lingkungan pemerintah maupun 

perusahaan. 



c. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku 

kuliah dan mencoba menemukan sesuatu belum diperoleh dari 

pendidikan formal. 

d. Mengajarkan mahasiswa tentang cara bertanggung jawab terhadap 

suatu tugas yang diberikan. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi-UNJ 

a. Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara FE UNJ 

dengan perusahaan dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan pada 

waktu yang akan datang. 

b. Mempersiapkan mahasiswa sebagai calon tenaga kerja yang 

mandiri, profesional, dan berkompeten. 

c. Mendapatkan umpan balik dalam hal pengembangan program di 

Fakultas Ekonomi khususnya konsentasi Pendidikan Administrasi 

Perkantoran. 

3. Bagi Instansi Pemerintah atau Perusahaan Swasta 

a. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab 

sosial kelembagaan. 

b. Terjalinnya hubungan yang teratur, sehat, dan dinamis antara 

instansi/perusahaan dengan lembaga pendidikan serta 

menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan 

bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan 

Penanggulangan Sosial dengan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 



c. Tidak tertutup kemungkinan adanya saran dari mahasiswa 

pelaksana Praktik Kerja Lapangan yang bersifat membangun dan 

menyempurnakan sistem yang ada. 

 

D. Tempat PKL 

Praktikan melaksanakan PKL pada sebuah instansi pemerintah. 

Berikut ini merupakan data informasi perusahaan tempat pelaksanaan PKL 

: 

Nama Instansi : Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan 

Penanggulangan  

                                      Kemiskinan 

Alamat   : Jalan Salemba Raya No.28  

     Gedung Utama Lantai 7, Jakarta Pusat 10710 

Telepon  : 021-3103679 

Web   : http://www.depsos.go.id 

Bagian Tempat PKL : Sub Bagian Tata Usaha, 

Bagian Umum Direktorat Jenderal Pemberdayaan 

Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 

Adapun yang menjadi pertimbangan Praktikan melaksanakan PKL 

di Sub Tata Usaha Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan 

Penanggulangan Kemiskinan, Kementrian Sosial Republik Indonesia 

dikarenakan Ditjen Dayasos, Kemsos – RI tempat Praktik yang tepat 

untuk mengenal dan memahami serta memperoleh pengalaman mengenai 



dunia kerja, khususnya urusan administrasi surat dinas, dan sistem 

kearsipan pada instansi pemerintahan. 

 

E. Jadwal Waktu PKL 

Jadwal waktu PKL dilaksanakan selama satu bulan di mulai 

tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Februari 2015. Perincian 

tahap-tahap PKL sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

Praktikan mencari informasi mengenai beberapa 

instansi/perusahaan yang akan dijadikan tempat PKL. Setelah 

praktikan mendapatkan informasi tersebut, akhirnya praktikan 

mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan PKL disebuah instansi 

pemerintah. 

Untuk dapat melaksanakan PKL pada instansi pemerintah 

tersebut praktikan membutuhkan surat pengantar dari universitas, 

dimana praktikan meminta surat permohonan izin praktek kerja 

lapangan dari bagian akademik Fakultas Ekonomi dan diteruskan ke 

bagian BAAK. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat surat 

pengantar dari universitas paling lambat selama 3 hari. Setelah surat 

didapatkan, surat diberikan ke Direktorat Jenderal Pemberdayaan 

Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sejak awal bulan Januari 

dengan nomor 0079/UN39.12/KM/2015. Empat hari setelah surat 

diberikan kepada instansi, praktikan mendapatkan konfirmasi melalui 



telepon bahwa praktikan telah disetujui untuk melaksanakan PKL 

mulai tanggal 12 Januari 2015 s.d 6 Februari 2015 dan surat 

konfirmasi tersebut akan dikirim ke universitas. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan melaksanakan PKL selama satu bulan, terhitung 

tanggal 12 Januari 2015 s.d 6 Februari 2015. Untuk hari (Senin-

Kamis) jam kerja dimulai dari pukul 08.00 s.d 15.00 WIB sedangkan 

pada hari (Jumat) dimulai dari pukul 09.00 s.d 16.00 dikarenakan 

setiap hari jumat pagi diadakan senam bersama. 

3. Tahap Pelaporan 

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan 

memiliki kewajiban untuk memberikan laporan mengenai kegiatan 

yang dilaksanakan di tempat praktikan melaksanakan PKL kepada 

universitas sebagai bukti telah melaksanakan PKL. Pembuatan 

Laporan PKL ini merupakan salah satu syarat unuk lulus mata kuliah 

PKL dan juga menjadi syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar 

Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Laporan 

ini berisikan hasil pengalaman dan pengamatan praktikan selama 

melaksanakan kegiatan PKL di Direktorat Jenderal Pemberdayaan 

Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PERUSAHAAN 

 

A. Sejarah Perusahaan 

Kementrian Sosial Republik Indonesia 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Logo Kementrian Sosial 

 

Direktorat Jenderal Pemberdayaan sosial dan Penanggulangan 

Kemiskinan merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang ada di bawah 

naungan Kementrian Sosial Republik Indonesia. Direktorat Jenderal 

Pemberdayaan sosial dan Penanggulangan Kemiskinan merupakan upaya 

yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah 

sosial agar mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan 

dasarnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemberdayaan sosial, 

telah ditetapkan struktur organisasi yang menjadi wadah penggerak 



berjalannya fungsi secara optimal, mempertimbangkan lingkup tugas yang 

meliputi pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, dan komunitas adat 

terpencil (KAT) serta pendayagunaan nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial 

dan kelembagaan sosial masyarakat. Undang Undang Nomor 11 Tahun 

2009 tentang Kesejahteraan Sosial Bagian Keempat Pasal 12 dan Pasal 13 

telah menempatkan pemberdayaan sosial sebagai bagian integral dalam 

sistem kesejahteraan sosial nasional. Oleh karena itu, sangatlah 

proporsional jika lingkup ini dikelola secara khusus melalui satuan 

organisasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. 

Lingkup tugas Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 

mengurusi dua persoalan utama yaitu: (1) kemiskinan dengan fokus 

penduduk miskin yang meliputi fakir miskin dan komunitas adat terpencil 

yang selain miskin juga mengalami keterpencilan secara geografis yang 

mengakibatkan ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan, 

kerentanan dengan fokus keluarga rentan, serta keluarga pahlawan/perintis 

kemerdekaan yang mengalami kerentanan, dan (2) potensi dan sumber 

kesejahteraan sosial dalam pengelolaan pembangunan berbasis masyarakat 

(community-based) dengan fokus sumber daya manusia merupakan modal 

dasar mencakup tenaga kesejahteraan sosial, organisasi dan kelembagaan 

sosial masyarakat, jaringan kesejahteraan sosial, nilai dasar kesejahteraan 

sosial, yaitu keperintisan, kejuangan, kepahlawanan dan kesetiakawanan 

sosial. 



Visi dan Misi yang ingin dicapai Direktorat Jenderal 

Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan PK (DITJEN 

DAYASOS DAN PK) yaitu : 

1. Visi  

Rumusan visi dan misi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 

dan Penanggulangan Kemiskinan mengacu pada visi dan misi 

Departemen Sosial, dengan fokus pada tugas pokok dan fungsi 

yang telah ditetapkan, maka visi Direktorat Jenderal Pemberdayaan 

Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sebagai berikut : 

“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat” 

Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan bidang 

kesejahteraan sosial yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh 

pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu 

kondisi masyarakat yang masuk kedalam kategori PMKS 

(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) menjadi 

berkesejahteraan sosial pada tahun 2014. Kondisi ini merupakan 

tujuan yang realistis yang dapat dicapai selama periode lima tahun 

pelaksanaan RPJMN 2010-2014 sesuai dengan target yang 

ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Kondisi dimaksud sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang 

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak 



dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan 

fungsi sosialnya. Secara konstitusional, visi ini merupakan 

jawaban terhadap amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 di 

mana Fakir Miskin dan Anak Telantar dipelihara oleh Negara. 

Undang Undang Dasar 1945 tidak memberikan penjelasan 

bagaimana cara mensejahterakan fakir miskin dan anak 

telantar,hanya mewajibkan kepada Negara untuk memberikan 

proteksi terhadap fakir miskin dan anak telantar, di mana kedua 

kelompok sasaran ini termasuk kedalam PMKS.  

2. Misi 

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal 

Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai 

misi yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana dan 

berhasil dengan baik. Misi tersebut adalah : 

1. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk 

menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, 

pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi 

PMKS; 

2. Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi 

PMKS; 

3. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan 

sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, 



pemberdayaan, dan jaminan sebagai metode penanggulangan 

kemiskinan; 

4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam 

perlindungan, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan 

penanggulangan kemiskinan; 

5. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan,  

keperintisan,dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin 

keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaran 

kesejahteraan sosial; 

6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

 

B. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan 

Penanggulangan Kemiskinan 

Struktur organisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan di 

dalam suatu organisasi, badan usaha, ataupun instansi.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online bahwa : 

“Organisasi adalah kelompok kerja sama antara orang-orang yang 

diadakan untuk mencapai tujuan bersama.1 

Pembagian tugas dan wewenang adalah upaya pengaturan tersusun 

yang dilakukan untuk mencapai tujuan instansi. Setiap instansi 

mempunyai struktur organisasi yang berbeda. Semakin berkembang 

                                                           
1 http://kbbi.web.id/organisasi (diakses pada tanggal 1 Juli 2015 pada pukul 12.08 WIB) 

http://kbbi.web.id/organisasi


kegiatan instansi maka semakin diperlukan pembagian kerja dan 

koordinasi yang baik dalam menunjang kelancaran operasi. 

 

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan 

Penanggulangan Kemiskinan (DITJEN DAYASOS DAN PK) 

 

 

    Gambar 2.2  

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan 

Penanggulangan Kemiskinan 

 



 

Gambar 2.3 

Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan 

Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 

 

Berikut merupakan tugas dan fungsi organisasi dalam Direktorat 

Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan : 

 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  

 

 Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal. 



Dalam Sekretariat Direktorat Jenderal terbagi kembali ke dalam beberapa 

bagian diantaranya : 

1. Bagian Program dan Pelaporan 

Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan 

anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.  

Bagian Program dan Pelaporan terdiri atas : 

1) Subbagian Program 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

penyusunan rencana program dan anggaran. 

2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 

Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan 

penyediaan data. 

3) Subbagian Pelaporan 

Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan 

laporan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.  

 

 

 

 



2. Bagian Umum 

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat 

dinas, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga, 

kesejehateraan pegawai, dan perlengkapan Direktorat Jenderal. 

Bagian Umum terdiri atas : 

1) Subbagian Tata Usaha 

Mempunyai tugas melakukan urusan administrasi surat dinas, 

kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, penggandaan, 

pengurusan pelayanan pimpinan, administrasi penunjukkan 

pejabat pengganti/pejabat sementara serta penyusunan rekap 

daftar hadir pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal. 

2) Subbagian Kepegawaian 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan formasi dan 

perencanaan pegawai, urusan pengangkatan pegawai, gaji 

berkala, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, dan 

administrasi mutasi pegawai pelaksanaan administrasi cuti 

pegawai, penyiapan penghargaan dan hukuman disiplin 

pegawai, serta melakukan dokumentasi dan pelaksanaan sistem 

informasi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal. 

 

 



3) Subbagian Rumah Tangga 

Mempunyai tugas melakukan urusan dalam penyediaan 

kendaraan operasional dan koordinasi penyiapan dokumen 

perjalanan dnas dalam dan luar negeri, keprotokolan, dan 

pemeliharaan Barang Milik Negara, penyiapan kelengkapan 

dokumen dan pengajuan permintaan pembayaran di lingkungan 

Direktorat Jenderal. 

 

3. Bagian Keuangan 

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal. 

Bagian Keuangan terdiri dari : 

1) Subbagian Tata Laksana Keuangan 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

ketatalaksanaan, penyusunan standar operasi dan prosedur 

kerja, analisis beban kerja. 

2) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji 

Mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, tata 

usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan, dan ganti rugi serta 

urusan gaji. 

3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi 

Mempunyai tugas melakukan urusan pembukuan, verifikasi, 

dan akuntansi. 



4. Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat 

Mempunyai tugas melaksanakan urusan penataan organisasi 

dan tata laksana, hukum, dan hubungan masyarakat. 

  Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas 

: 

1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan 

organisasi dan tata laksana. 

2) Subbagian Hukum  

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, 

dan kajian naskah hukum, serta bantuan hukum 

3) Subbagian Hubungan Masyarakat 

Mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat 

 

C. Kegiatan Umum Perusahaan 

Program pokok adalah pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, dan 

komunitas adat terpencil (KAT) serta pendayagunaan nilai-nilai dasar 

kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial masyarakat.yang 

dilaksanakan melalui kegiatan, sebagai berikut : 

1. Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial 

Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial 

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 



penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian 

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan sosial keluarga 

dan kelembagaan sosial. 

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pemberdayaan Keluarga 

dan Kelembagaan Sosial menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan keluarga, asistensi 

keluarga dan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan tenaga 

kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial, kemitraan 

dunia usaha, dan pemberdayaan karang taruna. 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan keluarga, asistensi 

keluarga dan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan tenaga 

kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial, kemitraan 

dunia usaha, dan pemberdayaan karang taruna; 

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

ketahanan keluarga, asistensi keluarga dan pemberdayaan 

perempuan, pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat 

dan organisasi sosial, kemitraan dunia usaha, dan pemberdayaan 

karang taruna.  

d. pemberian bimbingan teknis di bidang ketahanan keluarga, 

asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan 

tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial, 

kemitraan dunia usaha, dan pemberdayaan karang taruna; 



e. evaluasi pelaksanaan kebijakan  di bidang ketahanan keluarga, 

asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan 

tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial, 

kemitraan dunia usaha, dan pemberdayaan karang taruna.  

f. pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan program dan anggaran, 

kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat. 

 

2. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 

Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mempunyai 

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian 

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan komunitas 

adat terpencil. 

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pemberdayaan Komunitas 

Adat Terpencil menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan di bidang persiapan pemberdayaan, 

pemberdayaan sumber daya manusia, penggalian dan 

pengembangan potensi, keserasian dan penguatan komunitas adat 

terpencil,  serta kerjasama kelembagaan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang  persiapan pemberdayaan, 

pemberdayaan sumber daya manusia, penggalian dan 

pengembangan potensi keserasian dan penguatan komunitas adat 

terpencil,  serta kerjasama kelembagaan; 



c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria  di bidang 

persiapan pemberdayaan, pemberdayaan sumber daya manusia, 

penggalian dan pengembangan potensi, keserasian dan penguatan 

komunitas adat terpencil, serta kerjasama kelembagaan; 

d. pemberian bimbingan teknis di bidang persiapan pemberdayaan, 

pemberdayaan sumber daya manusia, penggalian dan 

pengembangan potensi, keserasian dan penguatan komunitas adat 

terpencil, serta kerjasama kelembagaan; 

e. evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang persiapan pemberdayaan, 

pemberdayaan sumber daya manusia, penggalian dan 

pengembangan potensi, keserasian dan penguatan komunitas adat 

terpencil, serta kerjasama kelembagaan; dan 

f. pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan program dan anggaran, 

kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat. 

 

3. Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan mempunyai 

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian 

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanggulangan kemiskinan 

perkotaan. 

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Penanggulangan 

Kemiskinan Perkotaan menyelenggarakan fungsi: 



a. perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis, 

pengembangan kapasitas, penataan sosial lingkungan kumuh, 

advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas warga miskin 

perkotaan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis, 

pengembangan kapasitas, penataan sosial lingkungan kumuh, 

advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas warga miskin 

perkotaan; 

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria  di bidang 

identifikasi dan analisis, pengembangan kapasitas, penataan sosial 

lingkungan kumuh, advokasi sosial dan pengembangan 

aksesibilitas warga miskin perkotaan; 

d. pemberian bimbingan teknis di bidang identifikasi dan analisis, 

pengembangan kapasitas, penataan sosial lingkungan kumuh, 

advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas warga miskin 

perkotaan;   

e. evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis, 

pengembangan kapasitas, penataan sosial lingkungan kumuh dan 

advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas; dan 

f. pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan program dan anggaran, 

kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat. 

 

 



4. Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan 

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan 

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta 

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanggulangan 

kemiskinan perdesaan. 

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Penanggulangan 

Kemiskinan Perdesaan menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis, 

pengembangan kapasitas, penataan sosial lingkungan kumuh, 

advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas warga miskin 

perdesaan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis, 

pengembangan kapasitas, penataan sosial lingkungan kumuh, 

advokasi sosial  dan pengembangan aksesibilitas warga miskin 

perdesaan; 

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

identifikasi dan analisis, pengembangan kapasitas, penataan sosial 

lingkungan kumuh, advokasi dan pengembangan aksesibilitas 

warga miskin perdesaan; 

d. pemberian bimbingan teknis di bidang identifikasi dan analisis, 

pengembangan kapasitas, penataan sosial lingkungan kumuh, 



advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas warga miskin 

perdesaan;   

e. evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis, 

pengembangan kapasitas, penataan sosial lingkungan kumuh, 

advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas warga miskin 

perdesaan; dan 

f.  pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan program dan 

anggaran, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat. 

 

5. Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial 

Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan 

Sosial mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian 

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepahlawanan, keperintisan 

dan kesetiakawanan sosial. 

 Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Kepahlawanan, 

Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang penghargaan dan kesejahteraan 

keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-

nilai kepahlawanan dan keperintisan, pengembangan 

kesetiakawanan sosial, pengelolaan taman makam pahlawanan 

dan makam pahlawan nasional; 



b. pelaksanaan kebijakan di bidang penghargaan dan kesejahteraan 

keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-

nilai kepahlawanan dan keperintisan, pengembangan 

kesetiakawanan sosial, pengelolaan taman makam pahlawanan 

dan makam pahlawan nasional; 

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis 

kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan 

keperintisan, pengembangan kesetiakawanan sosial, pengelolaan 

taman makam pahlawanan dan makam pahlawan nasional; 

d. pemberian bimbingan teknis di bidang penghargaan dan 

kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, 

pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, 

pengembangan kesetiakawanan sosial, pengelolaan taman makam 

pahlawanan dan makam pahlawan nasional; 

e. evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penghargaan dan 

kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, 

pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, 

pengembangan kesetiakawanan sosial, pengelolaan taman makam 

pahlawanan dan makam pahlawan nasional; dan 

f.  pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan program dan 

anggaran, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat. 

 



BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Bidang Kerja 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 

Kementrian Sosial unit Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan 

Penanggulangan Kemiskinan (DITJEN DAYASOS DAN PK), praktikan 

ditempatkan di SubBagian Tata Usaha pada Bagian Umum. Adapun 

pekerjaan yang praktikan lakukan selama satu bulan di SubBagian Tata 

Usaha di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan 

Kemiskinan adalah sebagai berikut : 

1. Membuat laporan surat masuk ke dalam lembar disposisi 

2. Mengantar surat ke 5 (lima) Direktorat yang ada di Drektorat 

Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Sosial 

3. Menerima Paket yang ditujukkan untuk karyawan dari 

berbagai Direktorat dan mengantarnya. 

B. Pelaksanaan Kerja 

Pada hari pertama pelaksanaan PKL, praktikan terlebih dahulu 

diberikan penjelasan mengenai Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 

dan Penanggulangan Kemiskinan oleh Ibu Linda Kumala, selaku Kepala 

SubBagian Tata Usaha. Selain itu, praktikan dengan Bapak Ali Rachman 

dimana Bapak Ali Rachman menjadi pembimbing PKL praktikan lalu 



diberikan pemaparan terkait tugas dan kerja apa yang akan dilakukan serta 

pengenalan lingkungan kerja terutama pengenalan dengan pegawainya.   

Adapun perincian tugas yang dilakukan oleh praktikan selama 

menjalani masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada SubBagian Tata 

Usaha sebagai berikut : 

1. Menangani surat masuk 

Dalam melaksanakan pekerjaan ini, praktikan diberi tugas untuk 

melakukan pencatatan surat ke dalam buku agenda surat masuk. Dalam 

melakukan pencatatan terlebih dahulu praktikan melakukan penyortiran 

surat, jika surat itu untuk perseorangan dan menyangkut masalah 

pribadi, maka surat dapat diberikan langsung kepada alamat yang 

dituju, tetapi apabila surat itu merupakan surat dinas karena 

menyangkut kepentingan perusahaan/organisasi, maka surat tersebut 

harus diproses lebih lanjut. Setelah itu praktikan membuka dan 

membaca surat untuk mengetahui apakah surat tersebut merupakan 

surat dinas biasa, penting atau rahasia. Untuk surat rahasia, praktikan 

tidak diperbolehkan membaca surat, kecuali sudah diizinkan oleh 

pimpinan. Kemudian praktikan melakukan pencatatan surat ke dalam 

buku agenda dan ke lembar disposisi, setelah itu memberikan surat 

kepada pimpinan dengan melampirkan lembar disposisi untuk mencatat 

instruksi pimpinan berkaitan dengan penanganan atau proses 

selanjutnya dari surat tersebut. 



Surat masuk yang biasa praktikan tangani di Instansi ini antara 

lain surat biasa, dan surat undangan. Surat-surat tersebut memiliki 

buku agenda khusus masing-masing sesuai jenisnya. 

 

 

3.1 

Contoh Agenda Surat Masuk (Biasa) 



 

3.2 

Contoh Agenda Surat Masuk Undangan 

 

2. Menangani Surat Keluar 

Dalam melaksankan pekerjaan ini, praktikan diberi tugas untuk 

melakukan pencatatan surat ke dalam buku agenda surat keluar. Surat 

yang saya terima ada dua rangkap, yaitu yang pertama untuk 

diagendakan dan didistribusikan dan yang kedua untuk diarsipkan. 

Surat yang diagendakan harus diberikan tanggal sesuai agenda. Setelah 

diberikan tanggal, surat masuk kedalam ruangan Kepala Subbagian 



Tata Usaha untuk diberikan tanda tangan. Setelah surat ditandatangani, 

surat digandakan sebanyak tujuan surat.  

 

3.3 

Contoh Agenda Surat Keluar 

3. Mendistribusikan Surat 

Dalam melaksankan pekerjaan ini, praktikan diberi tugas untuk 

mendistribusikan surat ke 5 (lima) Direktorat yang ada antara lain 

Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial (PKKS), 

Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT), 

Direktorat Penanggulangan Kemisikinan Perkotaan (PKP), Direktorat 



Penanggulangan Kemisikinan Perdesaan (PKPD), serta Direktorat 

Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial. Dalam 

melakukan pendistribusian surat intern tersebut praktikan mencatat 

surat yang akan didistribusikan pada buku ekspedisi intern, kemudian 

penerima surat membubuhkan paraf atau tanda tangan pada buku 

ekspedisi intern. 

 

    3.4 

             Contoh Buku Ekspedisi 

 

 



C. Kendala Yang Dihadapi 

Selama praktikan menjalankan kegiatan PKL, praktikan menyadari 

adanya beberapa kendala yang berasal dalam diri praktikan maupun dari 

internal instansi sehingga menghambat kegiatan PKL. Kendala yang 

praktikan hadapi selama menjalankan PKL, yaitu : 

1. Pada awal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan 

mengalami permasalahan dalam hal berkomunikasi dengan 

karyawan, karena masih dalam tahap awal dan belum mengetahui 

karakter dari masing-masing rekan karyawan sehingga cukup sulit 

untuk meminta penjelasan tentang pekerjaan yang akan praktikan 

lakukan. 

2. Naik turunnya motivasi dan semangat praktikan dalam menjalani 

kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

3. Kesulitan dalam mengingat singkatan instansi pemerintah untuk 

menuliskan di lembar disposisi. 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Dalam setiap kendala yang dihadapi seseorang pasti akan ada jalan 

keluar atau cara mengatasi kendala tersebut. Berikut cara Praktikan 

mengatasi kendala yang Praktikan hadapi pada saat pelaksanaan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) : 



1. Praktikan berusaha berkomunikasi dengan karyawan lain, dimulai 

dengan berbincang bincang dengan sesama karyawan wanita untuk 

menumbuhkan kebersamaan. 

Sesuai dengan yang diungkap Wilbur Schram, apabila kita 

berkomunikasi sebenarnya kita sedang berusaha 

menumbuhkan suatu kebersamaan (commones) dengan 

seseorang. Yaitu kita berusaha membagi informasi, idea atau 

sikap.2 

 

2. Dalam menangani naik turunnya motivasi dalam pelaksanaan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) Praktikan menanganinya dengan memotivasi 

dalam diri sendiri bahawa Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan 

salah satu langkah baik dalam jenjang kehidupan sebagai persiapan 

untuk menuju dunia kerja nanti setelah lulur dari perkuliahan. Selain 

itu praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah 

sebagai salah satu syarat kelulusan sehingga ada sesuatu yang harus 

dicapai. Maka untuk mencapai apa yang di inginkan seperti yang 

dikemukakan Daniel McClelland bahwa setiap individu dalam 

mencapai prestasi yang diinginkannya melakukansuatu hal dengan 

cara yang lebih baik dibandingkan dengan individu lainnya3. Oleh 

karena itu dengan segala manfaat dan tujuan dari melakukan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) praktikan terus memotivasi diri hingga bisa 

menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan baik. 

                                                           
2 Tommy Suprato, Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi, (Yogyakarta : MedPress, 2009) 

3Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, Organizational Behavior, 12th ed, diterjemahkan oleh 

Diana Angelica, Ria Cahyani, dan Abdul Rosyid dengan judul Perilaku Organisasi, Buku 1, Edisi 12 
(Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 230. 



3. Dalam menangani kesulitan mengingat singkatan instansi 

pemerintah maka praktikan bertanya kepada karyawan lain jika  

nama instansi pemerintah tersebut kepanjangan dan harus di singkat 

agar lebih efektif misalnya Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi disingkat menjadi Kemenakertrans, Kementrian 

Komunikasi dan Informatika disingkat menjadi Kemenkominfo, dan 

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat disingkat 

menjadi Kemenko Kesra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu cara yang 

digunakan agar mahasiswa dapat memiliki gambaran yang lebih nyata 

tentang dunia kerja setelah mendapatkan segala materi pembelajaran dalam 

kegiatan perkuliahan. Tentu saja kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini harus 

sesuai dengan program studi atau bidang konsentrasi mahasiswa. Dengan 

Praktik Kerja Lapangan, praktikan dapat lebih mengenal dunia kerja dan 

berlatih untuk memahami kondisi yang ada di dunia kerja. 

Praktikan memilih untuk melakukan PKL Di Direktorat 

Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan pada Bagian Umum 

subbagian Tata Usaha selama satu bulan yaitu sejak tanggal 12 Januari 2015 

sampai dengan tanggal 6 Februari 2015. Waktu kerja dimulai dari pukul 

08.00 s.d 15.00 pada hari senin-kamis sedangkan hari jumat dimulai dari 

pukul 09.00 s.d 16.00 dikarenakan setiap hari jumat pagi diadakan senam 

bersama. 



Dengan adanya kegiatan PKL ini dapat memberikan manfaat kepada 

mahasiswa sehingga wawasan mengenai dunia kerja bertambah, yang dapat 

menjadi bekal dalam mempersiapkan diri sebelum terjun langsung ke dunia 

kerja serta melatih mahasiswa untuk cepat menyesuaian diri dalam 

lingkungan yang baru. 

Dalam pelaksanakan PKL, Praktikan menghadapi berbagai kendala 

seperti : Pada awal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan praktikan 

mengalami permasalahan dalam hal berkomunikasi dengan karyawan 

karena masih dalam tahap awal dan belum mengetahui karakter dari 

masing-masing rekan karyawan sehingga cukup sulit untuk meminta 

penjelasan tentang pekerjaan yang akan praktikan lakukan, Naik turunnya 

motivasi dan semangat praktikan dalam menjalani kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL), dan Kesulitan dalam mengingat singkatan instansi 

pemerintah untuk menuliskan di lembar disposisi. 

B. Saran 

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh praktikan selama melaksanakan 

PKL, maka praktikan memberikan saran yang diharapkan dapat berguna 

dikemudian hari agar pelaksanaan PKL yang jauh lebih baik lagi bagi semua 

pihak. Adapun saran yang diberikan praktikan ialah sebagai berikut:  

1. Bagi Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL  

a. Mahasiswa harus mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan PKL, mulai dari mencari tempat PKL hingga 



berkonsultasi dengan dosen atau penasihat akademik, sehingga 

tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. 

b. Membiasakan untuk segera menyesuaikan diri pada lingkungan 

kerja yang baru sehingga dapat berinteraksi baik dengan 

lingkungannya agar proses penyelesaian pekerjaan dapat berjalan 

lancar. 

c. Berupaya untuk selalu berprilaku baik dengan selalu mengikuti 

peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi sehingga tercipta citra 

yang baik satu sama lain, baik instansi dengan mahasiswa maupun 

dengan universitas. 

2. Bagi Universitas 

a. Mengadakan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan konsentrasi 

ataupun jurusan mahasiswa sebagai persiapan sehingga mahasiswa 

siap terjun dalam dunia kerja. 

b. Universitas sebaiknya melakukan kerja sama dengan instansi-

instansi secara resmi serta merekomendasikan kepada calon-calon 

praktikan ketika akan melakukan kegiatan PKL. 

3. Bagi Instansi 

a. Terus menerima mahasiswa praktik kerja lapangan dengan tangan 

terbuka dan keramahannya di mana hal ini juga berguna untuk 

menciptakan citra Kementrian Keuangan khususnya pada unit 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 



b. Terus memperbaiki sistem program penerimaan mahasiswa untuk 

praktik kerja lapangan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. 
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Lampiran 1 

Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

Surat Penerimaan Praktik Kerja Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 

Daftar Kegiatan Harian Praktik Kerja Lapangan 

No. Hari/Tanggal Kegiatan 

1. Senin, 12 Januari 2015  Pengarahan mengenai DAYASOS DAN PK 

dan posisi kerja yang akan praktikan 

lakukan serta pengenalan lingkungan kerja 

2. Selasa, 13 Januari 

2015 

 Membuat laporan surat masuk kedalam 

lembar disposisi dan kedalam buku agenda 

surat masuk. 

3. Rabu, 14 Janauari 

2015 

 Membuat laporan surat masuk kedalam 

lembar disposisi dan kedalam buku agenda 

surat masuk. 

4. Kamis, 15 Januari 

2015 

 Membuat laporan surat masuk dan surat 

keluar kedalam lembar disposisi dan 

kedalam buku agenda surat masuk dan surat 

keluar 

5. Jumat, 16 Januari 2015      Membuat laporan surat masuk kedalam 

lembar disposisi dan kedalam buku agenda 

surat masuk. 

6. Senin, 19 Januari 2015      Membuat laporan surat masuk dan surat 

keluar kedalam lembar disposisi dan 

kedalam buku agenda surat masuk dan surat 

keluar. 

    Mendistribusikan Surat dan paket ke 5 

Direktorat yang ada di Ditjen Pemberdayaan 

Sosial dan Penangggulangan Kemiskinan. 

7. Selasa, 20 Januari 

2015 

 Membuat laporan surat masuk dan surat 

keluar kedalam lembar disposisi dan 

kedalam buku agenda surat masuk dan surat 



keluar. 

 Mendistribusikan  Surat dan paket ke 5 

Direktorat yang ada di Ditjen Pemberdayaan 

Sosial dan Penangggulangan Kemiskinan. 

8. Rabu, 21 Januari 2015  Membuat laporan surat masuk dan surat 

keluar kedalam lembar disposisi dan 

kedalam buku agenda surat masuk dan surat 

keluar. 

 Mendistribusikan  Surat dan paket ke 5 

Direktorat yang ada di Ditjen Pemberdayaan 

Sosial dan Penangggulangan Kemiskinan. 

9. Kamis, 22 Januari 

2015 

 Membuat laporan surat masuk dan surat 

keluar kedalam lembar disposisi dan 

kedalam buku agenda surat masuk dan surat 

keluar. 

 Mendistribusikan  Surat dan paket ke 5 

Direktorat yang ada di Ditjen Pemberdayaan 

Sosial dan Penangggulangan Kemiskinan 

10. Jumat, 23 Januari 2015  Membuat laporan surat masuk dan surat 

keluar kedalam lembar disposisi dan 

kedalam buku agenda surat masuk dan surat 

keluar. 

 Mendistribusikan dan paket ke 5 Direktorat 

yang ada di Ditjen Pemberdayaan Sosial dan 

Penangggulangan Kemiskinan. 

11. Senin, 26 Januari 2015  Membuat laporan surat masuk dan surat 

keluar kedalam lembar disposisi dan 

kedalam buku agenda surat masuk dan surat 

keluar. 

 Mengantar Surat dan paket ke 5 Direktorat 

yang ada di Ditjen Pemberdayaan Sosial dan 

Penangggulangan Kemiskinan. 

12. Selasa, 27 Januari  Membuat laporan surat masuk dan surat 



2015 keluar kedalam lembar disposisi dan 

kedalam buku agenda surat masuk dan surat 

keluar. 

 Mengantar Surat dan paket ke 5 Direktorat 

yang ada di Ditjen Pemberdayaan Sosial dan 

Penangggulangan Kemiskinan. 

13. Rabu, 28 Januari 2015  Membuat laporan surat masuk dan surat 

keluar kedalam lembar disposisi dan 

kedalam buku agenda surat masuk dan surat 

keluar. 

 Mengantar Surat dan paket ke 5 Direktorat 

yang ada di Ditjen Pemberdayaan Sosial dan 

Penangggulangan Kemiskinan. 

14. Kamis, 29 Januari 

2015 

 Membuat laporan surat masuk dan surat 

keluar kedalam lembar disposisi dan 

kedalam buku agenda surat masuk dan surat 

keluar. 

 Mengantar Surat dan paket ke 5 Direktorat 

yang ada di Ditjen Pemberdayaan Sosial dan 

Penangggulangan Kemiskinan. 

15. Jumat, 30 Januari 2015  Membuat laporan surat masuk dan surat 

keluar kedalam lembar disposisi dan 

kedalam buku agenda surat masuk dan surat 

keluar. 

 Mengantar Surat dan paket ke 5 Direktorat 

yang ada di Ditjen Pemberdayaan Sosial dan 

Penangggulangan Kemiskinan. 

16. Senin, 2 Februari 2015  Membuat laporan surat masuk kedalam 

lembar disposisi dan buku agenda surat 

masuk. 

 Mengantar surat dengan melampirkan lembar 

disposisi ke Kasubbag Tata Usaha agar 

ditandatangani 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Selasa, 3 Februari 

2015 

 Membuat laporan surat masuk kedalam 

lembar disposisi dan buku agenda surat 

masuk. 

 Mengantar surat dengan melampirkan lembar 

disposisi ke Kasubbag Tata Usaha agar 

ditandatangani 

18. Rabu, 4 Februari 2015  Membuat laporan surat masuk kedalam 

lembar disposisi dan buku agenda surat 

masuk. 

 Mengantar surat dengan melampirkan lembar 

disposisi ke Kasubbag Tata Usaha agar 

ditandatangani 

19. Kamis, 5 Februari 

2015 

 Membuat laporan surat masuk kedalam 

lembar disposisi dan buku agenda surat 

masuk. 

 Mengantar surat dengan melampirkan lembar 

disposisi ke Kasubbag Tata Usaha agar 

ditandatangani 

20. Jumat, 6 Februari 2015  Membuat laporan surat masuk kedalam 

lembar disposisi dan buku agenda surat 

masuk. 

 Mengantar surat dengan melampirkan lembar 

disposisi ke Kasubbag Tata Usaha agar 

ditandatangani 



Lampiran 5 

Logo Kementrian Sosial 

 

 

 

Sumber : https://www.kemsos.go.id 
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Lampiran 6 

Contoh Agenda Surat Masuk (Biasa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7 

Contoh Agenda Surat Masuk Undangan 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8 

Contoh Agenda Surat Keluar 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 9 

Contoh Buku Ekspedisi 

 

 

 

 



Lampiran 10 

Lembar Disposisi untuk Dirjen 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 11 

Lembar Disposisi untuk Sekretaris Jenderal 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 12 

Daftar Nilai Praktik Kerja Lapangan 

 

 

 



Lampiran 13 

Jadwal Kerja Laporan PKL 

 

No Bulan/Kegiatan 

Jan-

15 

Feb-

15 

Mar-

15 

Apr-

15 

Mei-

15 

Jun-

15 

Jul-

15 

Agu-

15 

Sep-

15 

1 Pendaftaran PKL                   

2 

Kontrak dengan 

Instansi tempat PKL                   

3 Surat Permohonan PKL                   

4 Pelaksanaan PKL                   

5 

Penulisan Laporan 

PKL                   

6 

Penyerahan Laporan 

PKL                   

7 Koreksi laporan PKL                   

8 

Penyerahan koreksi 

laporan PKL                   

9 

Batas akhir penyerahan 

laporan PKL                   

 


